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ABSTRAK 

Evi Triana Dewi 

Nim 500646592 

Pereneanaan Anggaran Di Dinas Kependudukan dan Pen~atatan Sipil 

EVI TRIANA DEWI. Perencanaan Anggaran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tana Tidung. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan strategis, penyusunan program 
kerja dan kegiatan serta proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tana Tidung.dikaitkan dengan Daya Serap Anggara,Proses Penyususnan Anggaran dan faktor
Faktor yang mempengaruhi Perencanaan Anggaran pada dinas Kependudukan dan pencatatan 
sipil Penelitian ini bersifat kualitatif. Pengambilan data di!akukan melalui (1) data primer melalui 
wawancara mendalam (indeptf interview) dan pengamatan ( observasi), (2) data sekunder melalui 
analisis Anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD Dinas Kepndudukan dan Pencatatan 
Sipil. Data dianalisis dengan menggunakan metode (!) reduksi data (data reduction), (2) 
penyajian data (data display), (3) kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya Daya Serap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung pada SKPD Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 
diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain: (1) belum adanya sinkronisasi antara rencana 
strategis dinas dan kebijakan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 
SKPD dinas sehingga banyak program dan kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja anggaran 
tetapi terkendala faktor keterbatasan anggaran. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih 
fokus p_ada pembangunan infrastruktur daerah meskipun sektor Kebutuhan masyarakat,KTP
el,KK,akte kelahiran dan akte kematian merupakan salah satu sektor unggulan di kabupaten , (2) 
Penyusunan Rencana Strategis masih belum optimal karena masih rendahnya realisasi anggaran 
baik di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tana Tidung. (3) sistem pembagian pagu anggaran untuk tiap SKPD bukan 
berdasarkan perencanaan dari setiap SKPD tetapi berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya 
dengan mempertimbangkan alokasi pendapatan untuk tahun anggaran berikutnya sehingga 
perencanaan disesuaikan dengan pagu anggaran. 

Kata Kunci : Daya Serap Anggaran , Proses Perencanaan ,Faktor-faktor ,Perencanaan anggaran 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ' · 
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ABSTRACT 

Evi Triana Dewi 

Nim 500646592 

The Planning Of Budget in Department of Population and Civil Registration Tan a Tidung 

EVI Triana Dewi. The Planning Of Budget in Department of Population and Civil Registration 
Tana Tidl.mg. 

The aim of this Study are to detennine how the strategic planning, preparation of work programs 
and activities as well as the planning and budgeting of income and expenditure in the local work 
Department of Population and Civil Registration Tana Tidung have a relationship with 
Absorption Budget, the Process Budget and factor-Factor affecting the Budget Planning on 
Population and civil registration services. This research is qualitative research. This study used 
an (1) Primary data through in-depth interviews and observation, (2) Secondary data through 
analysis of income and expenditure budget SKPD Population and Civil Registration Office. This 
study were analyzed using method (1) Reduction of data, (2) Data display, (3) Conclusion. The 
results showed that low Absorption Budget Revenue and Expenditure Tana Tidung on SKPD 
Office of Population and Civil Registration caused by various factors, including: (1) There is no 
synchronization between the strategic planning department and allocation policy of budget 
revenue and expenditure in the SKPD official so many programs and activities proposed in the 
work plan budget but budget limitations constrained factor. This happens because the local 
government are still focusing on the development of local infrastructure despite the sector needs 
of the citizens, KTP-el, KK, birth certificate and a death certificate are one of the leading sectors 
in the district, (2) Preparation of the Strategic Plan is still not optimal due to the low budget 
realization both in SKPD Office of Population and Civil Registration and the Local Government 
Tana Tidung. (3) The distribution system budget ceiling for each SKPD not based on the 
planning of each SKPD but based on the previous year's budget ceiling by considering the 
allocation of revenues for the next fiscal year so that planning tailored to the budget cap. 

Keywords: Absorption Budget, Process of Planning, Budget Planning Factors of Population and 
Civil Registration. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitiao 

1. Letak Geografis Kabupateo Tana Tidung 

Kabupateo Tana Tidung terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007 basil 

Sidang Paripuma DPR Rl dengan luas wilayah 4.828,58 km2
• Kabupaten ini 

merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, 

Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir uan Tana Lia. 

Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan 

Utara, dan jumlah kecamatan pada Kabupaten Tana Tidung bertambah 2(dua) 

Kecamatan yaitu Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau., · sehingga 

Kabupaten Tana Tidung memiliki 5 Kecamatan. Adapun batas-batas wilayah 

Kabupaten Tana Tidung adalah: 

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan 

b. Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan 

c. Sebelah Selatan Kabupaten Bulungan 

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau 
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2. Wilayah AdministratifKabupaten Tana Tidung 

PETA AOMINISTRASI PEMEKARAN 
KABUPATEN lANA TIOUNG 

Sumber www.tanatidungkab.go.id 

Gam bar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung 

42 

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayalt per-Kecamatan dan Jnmlah Perdesaan 

Kab. Tana Tidung 

Jumlah Luas 
No Kecamatan Kelurahan/ 

Km2 
Des a 

1 Sesayap 7 1.116,92 km2 

2 Tana Lia 5 877,86 km2 

3 Sesayap Hilir 9 1.090, 53 km2 

4 Muruk Rian 6 608,62 km2 

5 Betayau 6 1.107,65 km2 

Jumlah 4.828,58 

Sumber :Website Resmi Pemerintah Kabupatcn Tana Tidung 
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3. Visi Misi Pemerintab Kabnpaten Tana Tidung 

Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 : 

"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui Harmonisasi 

dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, 

Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju 

Kesejahteraan Ma~yarakat Berkelanjutan" 

Visi ini diwujudka melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu: 

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berd.aya Saing. 

b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai 

Tambah Dan Berwawasan Lingkungan; 

c. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada 

Kepentingan Rakyat. 

d. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan 

Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal; 

e. Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta 

Infrastruktur Berbasis Iptek; 

f. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas; 

g. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan 

Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara; 

h. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan 

Transparan. 

i. Mengembangkan Agroindustri Pertanian. 
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B. Deskripsi Dinas Kependudnkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana 

Tidung 
'( 

1. Prom Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung. 

" Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Tana Tidung adalah: "Melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan 
dan catatan sipil. " 

Dalam Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijaksanaan tekhnis Operasional di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

b. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan 

pembin~an di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 te;1tang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung, susunan organisasinya 

sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

c. Kepala Bidang 
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d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tah1m 2013 Tentang Organisasi dan 

Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan susunan sebagai 

berikut: 

· a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Perencanaaan Program dan Keuangan 

c. Bidang Pencatatan Sipil 

I) Seksi Perkawinan,Pengesahan anak dan perceraian 

2) Seksi Kelahiran, Pengakuan anak dan Kematian 

d. Bidang Kependudukan 

I) Seksi Administrasi Kependudukan 

2) Seksi Data dan Informasi Kependudukan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

.:.· 
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Gam bar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. 

I KEPALA DINAS l 

I SEKRETARIA T I 
I 

I 
SUBBAGIAN SUB BAGIAN UMUM 

PERENCANAAN DAN KEPEGA W AlAN 
PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

KELO:MPOK I 
JABATAN BIDANG 

BIDANG CATATAN SIPIL 
KEPENDUDUKAN 

I 
I I I I 

SEKSI SEKSI DATA DAN SEKSI SEKSI 
INFORMASI PERKAWINAN KELAHIRAN, 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGESAHAN PENGAKUAN 
ANAK,DAN ANAKDAN 

PERCERAIAN KEMATIAN 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (2016). 
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2. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Tana Tidung. 

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 

memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 19 orang. Berikut rincian 

pegawai menurut pangkat golongan dan formasi di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. 

Tabel 4.3 Data Pangkat I Golongan l'egawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2015 

No Pangkat Golongan Jumlah (orang) 

I. Pembina Tk. I, IV !b 1 
2. Pembina, IV /a 1 
3. Penata Tk.1, lllld 2 
4. Penata, UI/c 5 
5. Penata Muda Tk. I, 111/b 2 
6. Penata Muda, IIIIa 1 
7. Penl!atur Tk. I llld 5 
8. Penl!atur, II/c 1 
9. Pengatur Muda Tk. I, 11/b 0 
10. Penll:atur Muda IVa 1 

Jum1ah Pegawai 19 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tana Tidung (20 16) 
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Tabel 4.4 Data Formasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Penca.tatan Sipil 
Kabupaten Tana Tidung 2015. 

No. Uraian Jumlah Pendidikan 

I. Kepala Dinas I S.2 
2. Sekretaris I SMA 
3. .Kabid Kependudukan I SMA 
4. Kabid Pencatatan Sioil I SMA 
5. Kasubag Umum dan I S.l 

Keoegawaian 
6. Kasubag Perencanaan Program I S.l 

dan Keuangan 
7. Kasi Administrasi Kependudukan I S.! 

8. Kasi Data dan lnformasi I S.l 
Keoendudukan 

9. Kasi Perkawinan, Pengesahan I S.l 
Anak dan Perceraian 

10. Kasi Kelahiran, Pengakuan Anak I S.l 
dan Kematian 

II. Staf Sekretariat 4 (orang) I SMA 
2 D.Ill 
I SMK 

12. Staf Kependudukan (3 orang) 2 S.l 
I D.Ill 

13. StafPencatatan Sipil 2 D.III 
Total 19 

Somber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tana Tidung (20 16) 

3. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan SKPD 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

a. Visi dan Misi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 

merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan t.1gas dan 

kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk dapat 

mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, Disdukcapil 

Kabupaten Taoa Tidung memiliki visi dan misi yaitu: 
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1) Visi 

Setiap organisasi harus selalu mempunyai pandangan ke depan agar 

dalam beke!ja tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif. 

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yajg berisikan citra dan cita 

yang ingin diwujudkan. Suatu visi bersifat menantang mengenai apa yang 

ingin di wujudkan instansi pemerintah 

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan 

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya 

penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu 

selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

internal dan ekstemal. Oleh karena itu, visi organisasi harus menyesuaikan 

dengan perubahan tersebut. 

Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan 

dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian visi 

menggambark!!ll sesuatu keadaan harapan di masa mendatang, dengan 

memperhatikan serta mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang 

kompleks dan aktual yang akan dihadapi. Visi yang ditetapkan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah : 

"Prima dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis IT 
menuju data kependudukan yang tertib, akurat dan berkualitas". 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015 - 2019 ini 

diharapkan akan mewujudkan keinginan Pemerintah dan masyarakat, dengan 

tetap mengacu pada Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang 
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Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Rl Nom or 3 7 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013. 

Prima dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ialah suatu 

kegiatan dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana 

Tidung berperan sebagai stelsel aktif untuk memberikan keabsahan identitas 

dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Berbasis 

teknologi diharapkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki 

kemampuan dalam menguasai teknologi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan mampu berjalan dengan mudah dan cepat. Adapun yang 

dimaksud dengan " Tertib " adalah suatu kegiatan yang tata urutannya jelas, 

tegas dan berkesinambungan sesuai dengan kaidah - kaidah yang berlaku. 

Tertib yang diharapkan meliputi persyaratan, penggunaan I 

pemakaian dan kepemilikan serta pelaksannannya dari dokumen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Kemudian" Akurat" adalah 

suatu data atau Dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran 

dan keabsahannya. Akuratnya suatu dokumen Kependudukan, sangat 

penting di era sekarang ini karena persebaran penduduk atau mobilitas 

penduduk dan juga pengaruh global akan membawa dampak 

terhadap Aministrasi Kependudukan. Selanjutnya "Berkualitas" adalah 

basil pelayanan cepat,tepat dalam proses penyelesaiaannya. 

Pelayanan prima ini apabila terlaksana dengan baik merupakan 

prestasi kinerja aparat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

Kondisi sekarang ini aparat pelaksana pelayanan dituntut untuk memenuhi 

50 

43109.pdf



51 

kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Untuk 

mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus 

mempunyai misi yang jelas. 

2) Misi 

Misi merupakan pernyataan yar.g menetapkan tujuan organisasi dan 

s'lsaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada 

suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang 

dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus 

diernban dan dilaksanakan sesuai visi agar tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan baik melalui pernyataan misi diharapkan agar seluruh program dan 

institusi yang berkepentingan mempunyai acuan yang jelas terhadap basil 

yang diharapkan dimasa mendatang. Misi yang diemban Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan 

b) Meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

c) Meningkatkatkan kualitas pelayanan Sistem lnformasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

d) Konsisten dalam penyelenggaran administrasi kependudukan dengan tertib 

administrasi sesuai kaidah yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan; 

e) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan 

dokumen kependudukan 
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Untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap 
., 

organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Dari teori Balanced Scorecard 

sebagai alat menterjemahkan dari visi misi tersebut dapat di gunakan dengan 

penerapan visi misi yang baik bagi kinerja pada SKPD.Penerapan misi itu 

sendiri dalam berfokus pada kualitas layanan terhadap masyarakat. dalam 

penyelenggarakan administrasi kependudukan, sehingga semua program yang 

disusun dalam perencanaan anggaran berfokus pada peningkatan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat. 

3) Strategi dan Ke!Jijakan 

Strategi dan kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program. Tujuan dari 

adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam 

perwujudan sasaran, tujuan visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang 

ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana 

Tidung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah : 

a) Memberikan pelayanan prima yang seefektif dan seefisien mungkin dalam 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
,, 

b) Mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung agar 

tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan 

jaringan aplikasi Sistem lnformasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) di 

tingkat kecamatan; 

c) Mengikutsertakan masyarakat dalam mensosialisasikan masalah tertib 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
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d) Memberikan kesempatan yang luas untuk aparatur dalam peningkatan 

wawasan dan pengetahuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil yang berbasis teknologi. 

Dengan menggunakan teori Balance Scorecard sebagai sistem 

manajemen strategis dilakukan dengan menghubungkan antara terjemahan 

visi misi dengan tujuan dan sasaran strategis sehinggan ukuran kinerja yang 

satu dapat mempengaruhi ukuran kinerja yang lain. 

C. Hasil dan Pembahasan 

Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil di Kabupaten Tana Tidung 

telah menerapkan proses penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja sejak 

beberapa tahun terakhir. Secara operasional, penyusunan anggaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung mendasarkan pada 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan P~remendagri No. 59 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa dalam proses penyusunaan anggaran daerah dengan 

menggunakan pendekatan kinerja. Dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum 

APBD sampai dengan ditetapkannya Rancangan APBD menjadi APBD, terdiri 

dari beberapa tahapan proses kegiatan yang saling terkait. 

a. Daya serap anggaran di Kabupaten Tana Tidung. 

I) Proses Serangkaian tahap proses penyusunan anggaran berdasarkan 

jadwal sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 

Tahun 2007 sebagai revisi atas Permendagri No 13 Tahun 2006 dapat 

disusun dalam bentuk tabel. Dengan telah disosialisasikannya 

Permendagri No. !3 Tahun 2006 pada kuartalan ketiga tahun 2006 lalu 
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oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung 

merespon positif dengan segera mengimplementasikan aturan tersebut. 

Implementasi diwujudkan mulai tahun anggaran 2007, dimana Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tana Tidung baru terbentuk dan mulai menggunakan 

bentuk anggaran baru yaitu anggaran surplus atau defisit yang 

menekankan pada pendekatan kinerja dengan menggunakaii: aturan-aturan 

yang telah ada yang dikeluarkan pemerintah pusat. 

2) Proses penyusunan anggaran selanjutnya adalah membuat Kebijakan 

Umum Anggaran. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Tidung 

disusun oleh Pemerintah Daerah, kemudian dibahas bersama dengan 

DPRD Kabupaten Tana Tidung. Setelah penyusunan Kebijakan Umum 

APBD Kabupaten Tana Tidung selesai dilakukan dan telah ada 

kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang dituangkan 

dalam nota kesepakatan. 

3) Tahap selanjutya aalah mener.tukan prioritas APBD. Prioritas APBD 

diperlukan guna mengatasi berbagai kendala, tantangan dan masalah yang 

timbul serta untuk dapat memperlancar pencapaian Kebijakan Umum 

APBD Dengan telah selesainnya penyusunan Kebijakan Umum APBD 

Kabupaten Tana Tidung dan prioritas APBD Kabupaten Tana Tidung, 

Bupati atau Kepala Daerah menertibkan surat edaran (SE Bupati) untuk 

kepala unit kerja agar menyiapkan rancangan anggarannya. 

4) Setelah unit kerja selesai melakukan penyusunan RKA-SKPD, 
n 

selanjutnya RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Selanjutnya basil evaluasi 
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rancangan yang diusulkan oleh setiap unit kerja dalm RKA-SKPD oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun rancangan ABPD. 

5) Setelah dilakukan perbaikan atau revisi atas evaluasi oleh provinsi 

terhadap RAPBD Kabupaten Tana Tidung, maka dokumen akan disahkan 

atau disetujui oleh DPRD. 

6) Pengesahan atau penetapan dari DPRD Kabupaten Tana Tidung 

menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD, sehingga 

APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan kebutuban 

operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung maupun 

pembangunan daerah dalam sektor publik. Jika APBD sudah disetujui, 

maka anggaran yang diajukan SKPD di lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Tana Tidung bisa segera dialokasikan. Berikut ini akan 

disampaikan uraian dan gambaran mengenai kinerja beserta evaluasinya 

kegiatan penyusunan anggaran di Dinas Capil dan Kependudukan 

Kabupaten Tana Tidung. Data-data diperoleh diantaranya melalui teknik 

wawancara dengan pelaku penyusun anggaran yang masuk dalam Tim 

Anggaran dan juga dari dokumen-dokumen pendukungnya. Evaluasi akan 

dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : 

b. Proses Perencanaan Anggaran 
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Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 

bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta 

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bemegara dan 

menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan 

nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan 

secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

I) Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan 

Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD 

terdiri dari beberapa tabapan proses perencanaan anggaran daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 

32 dan 33 Tahun 2004. 

2) Jadwal proses penyusunan anggaran di Dinas Capil dan Kependudukan 

Kabupaten Tana Tidung, disusun oleh Tim Penyusun Anggara dengan 

berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 

Tahun 2007. Jadwal tersebut berisi serangkaian kegiatan dan waktu mengenai 

kapan suatu tabap kegiatan akan dilaksanakan. Permendagri No. 13 tahun 

2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 telah mengatur tahap-tahap 

kegiatan ~ang akan dilaksanakan beserta jadwal waktu mengenai kapan tahap 

kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu proses penyusunan APBD. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu US,Sekretaris di Dinas Capil dan 

kependudukan. 

"Dalam penyusunan anggaran di capil, kita tidak boleh lewat waktu 
yang dimintakan pemda, dan selengkap mungkin kita susun 
kebutuhan kita,soalnya kalo kita lambat bisa-bisa usulan kita 
ditinggal dan yang diturunkan nanti tidak sesuai dengan yang kita 
minta" 
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3) Kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas 

APBD yang dihasilkan. Hal ini tt'rkait dengan jumlah waktu minimal 

yang dibutuhkan dalam melakukan suatu tahap kegiatan . dalam proses 

penyusunan anggaran. Semakin pendek atau sedikit waktu yang diberikan 

dalam suatu tahapan kegiatan akan mengakibatkan pada pelaksanaan 

tahapan kegiatan yang tergesa-gesa sehinga akan menghasilkan suatu 

output yang kurang baik. Disamping itu, karena proses penyusunan 

anggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa 

tahapan, maka keterlambatan dapat berakibat pada pengunduran jadwal 

tahap yang lainnya. Berikut ini merupakan perbandingan jadwal dalam 

Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Pem1endagri No. 59 tahun 2007 

dengan jadwal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana 

Tidung, besarta realisasinya. Secara umum, realisasi jadwal maupun 

jumlah waktu minimal yang dibutuhkan belum sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan, baik menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan 

Permendagri No. 59 tahun 2007 maupun menurutjadwal yang dibuat oleh 

Bappeda. Apabila diperbandingkan antara realisasi dengan jadwal yang 

dibuat oleh TAPD, pelaksanaao kegiatan juga banyak mengalami 

keterlambatan. Kegiatan penyusunan kebijakan APBD yang seharusnya 

dilaksanakan pada bulan Juli mundur sampai bulan September. 

Selanjutnya 

4) proses penyusunan Prioritas APBD juga mengalami penundaan dari 

jadwal yang ditentukan. Terbatasnya waktu penyusunan RKA-SKPD 

berakibat pada penyusunan RKA-SKPD dikerjakan dengan tergesa-gesa 
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dan kurang teliti baik menyangkut indikator kinelja maupun jumlah 

anggaran yang diusulkan dalam RKA-SKPD. RKA-SKPD yang belum 

sempuma sudah harus diajukan ke TAPD karena jadwal verifikasi atau 

penelitian yang sudah dekat. 

5) Kurang sempumanya RKA-SKPD yang diajukan mengakibatl:an proses 

verifikasi oleh T APD harus mengalami ban yak revisi dan perbaikan yang 

terkadang dilakukan sampai berulang kali. Hal ini menyebabkan 

pekerjaan yang dilakukan, baik oleh unit kerja maupun oleh TAPD tidak 

efektif dan .:fisien. 

6) Pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD oleh pihak eksekutif 

seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober. Akan tetapi pengl\iuan 

Rancangan APBD mengalami keterlambatan. Sebagai hasilnya, realisasi 

penetapan RAPBD menjadi APBD untuk APBD TA untuk tahun 

berikutnya mengalami keterlambatan. Berdasarkan basil wawancara, 

dengan US, Kadis Disdukcapil: 

"Keterlambatan penetapan APBD tersebut dikarenakan berbagai 
macam sebab permasalahan dan hambatan . Sehingga akan 
mengakibatkan mundumya penetapan APBD dari jadwal yang 
ditentukan berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada tingkat unit 
kerja" 

Setelah APBD ditetapkan, masih dilakukan penjabaran APBD, yaitu 

pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) oleh unit kerja dengan mendasarkan pada RKA-

SKPD yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan penetapan APBD yang 

terlambat, akan berdampa6. bagi unit kerja didalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang paling merasakan dampaknya adalah 

58 

43109.pdf



terutama untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang 

memerlukan proses pelclangan, dimana proses pelelangan biasanya 

memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan proses pengadaan 

barang atau jasa melalui penunjukan atau pemilihan secara langsung. 

Hasil Wawancara dengan RA kasi Data Kepndudukan sebagai berikut: 

"Kami tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal 
walaupun dana yang kami ajukan sangatlah besar di karenakan 
penetapan anggaran tidak sesuai jadwal dengan jadwal ini 
merupakan faktor yang sangat besar mengapa daya serap anggaran 
tidak rnaksimal walau dana yang di ajukan sangatlah besar'' 

Dari wawancara dapat disinpulkan adapun kegiatan pada 

Disdukcapil yaitu Pemutahiran data yang dilakukan 2 tahun sekali 

sangatlah berpengaruh besar kama anggaran dana yang digunakan 

sangatlah besar tetapi tidak dapat maksimal dikarenakan keterlambatan 

anggaran .pada kegiatan pemutahiran kami selalu membawa para kepala 

RT (Rukun Tetangga) agar dapat bersama" memutahirkan data setiap 2 

tahun dan setelah itu kami rnembawa para RT mengambil sempel 

perbandingan dimana yang telah ditentukan daerah yang di anggap pantas 

sebagai kota percontohan seperti kota Balikpapan 
,, 

Penganggaran sangatlah penting dalam suatu kegiatan walaupun 

yang lakukan sudah maksimal dalam perencanaan tetapi tetap keputusan 

terakhir pada Tim anggaran sebenarnya ingin melakukan suatu perkerjaan 

secara maksimal dan didukung oleh dana yang memadai. Hasil 

Wawancara dengan NZ Sekretaris Dinas Kepndudukan dan Pencatatan 

Sipil sebagai berikut: 
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"Semua kegiatan dalam pemerintahan yang didasari oleh hukum dan 
di lakukan pendanaan yang matang maka akan · menghasilkan 
kegiatan program yang baik dalam pelaksanaan pemerintah" 

Dalam pasal 83 Pennendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa 

Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 

Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD 

merupakan proses awal dalam tahap penyustman APBD, karena dokumen 

ini akan dijadikan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

menyusun anggarannya yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diajukan kepada Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan Raperda 

APBD. Mekanisme secara formal yang ada saat ini yaitu melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan (mu$ren bang) dan melalui survey 

terhadap masyarakat. 

c. Pelaksanaan Anggaran 

60 

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan 
.. , 

APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan 

persetujuan Sekretaris Daerah. 

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada 

persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus : 
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a) j\1enjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang 

diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; 

b) Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam 

ekonomi makro; 

c) Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; 

d) Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan 

efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan 

terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah 

pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. 

Setelah rancangan Kebijakan Umum APBD selesai dibuat oleh 
,. 

Pemerintah Daerah, lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas' '.bersama dan 

mendapatkan kesepakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah 

melakukan presentasi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD yang 

Ielah dibuatnya, sementara DPRD hanya mendengarkan dan atau selanjutnya 

mengkritisinya. Menurut pendapat penulis, akan lebih bagus jika DPRD juga 

membuat rancangan Kebijakan Umum ABPD. Sehingga dengan adanya dua 

versi rancangan Kebijakan Umum APBD yaitu rancangan versi Pemerintah 

Daerah dan rancangan versi DPRD yang masing-masing dipresentasikan, 

akan diketahui kebijakan-kebijakan yang terbaik dari kedua versi kebijakan 

terscbut, yang dapat diterima oleh kedua belah pijJak. Selain .itu juga akan 

!ebih baik lagi jika ada perwakilan dari masing-masing SKPD yang mengikuti 

kegiatan tersebut, sehingga nanti realisasi anggaran di masing-masing SKPD 

besarannya sama dengan besaran program yang diusulkan. Hasil Wawanacara 
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dengan NZ Sekretaris Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 

berikut 

"Seringkali kami kecewa, karena anggaran yang kami usulkan 
dapatnya selalu lebih kecil dari yang diusulkan seringkali hal ini 
menjadi hambatan dalam menjalankan program-program yang sudah 
disusun bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil" hal ini 
disampaikan oleh NZ,Sekretaris Disdukcapil . 

Sehingga mempertemukan antara tim penyusun anggaran di tingkat 

Pemerintah Daerah, DPRD, dan SKPD · dipandang sangat perlu. Sehingga 

dengan demikian akan terjadi suatu kesepakatan antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tana Tidung, DPRD, SKPD-SKPD di Kabupaten mengenai 

Kebijakan Umum APBD yang memuat komponen-komponen pelayanan dan 

tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan 

Pemerintah Daerah yang lebih baik. 

Apabila dilihat dari jadwal waktu yang telah disampaikan pada 

pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa penyusunan Kebijakan Umum 

APBD untuk TA 2015 s/d TA 2016 selalu mengalami keterlambatan dari 

jadwal yang telah ditentukan. Kondisi paling buruk terjadi pada penyusunan 

Kebijakan Umum APBD untuk TA 2015-2016, melampaui waktu penetapan 

APBD yang telah direncanakan. 

Dari fase inilah kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dimulai. Penyusunan anggaran unit kerja dilaksanakan setelah adanya Sural 

Edaran Bupati untuk menyiapkan rencana anggaran oleh unit kelja. Anggaran 

yang diusulkan o1eh unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran 
j ~ 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), yaitu berupa form yang 

digunakan oleh T APD dan unit kerja dalam menyiapkan penyusunan 
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rancangan APBD. Menurut Pasal 89 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Surat 

Edaran tersebut memuat antara lain: Prioritas Plafon Anggaran yang 

dialokasikan untuk setiap program SKPD, Kebijakan Umum APBD, kode 

rekening APBD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan Format 

R.KA-SKPD. Dalarn mempersiapkan penerapan anggaran dengan pendekatan 

kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, telah melakukan 

sosialisasi dan pelatihan kepada masing-masing unit kerja pada awal bulan 

Oktober tahun sebelumnya. Pelatihan dan sosialisasi tersebut hanya 

diperuntukan terbatas bagi antara lain: Kepala-kepala unit kerja, pejabat 

setingkat Ka Sub dinas, Ka Subbag Keuangan, dan Pemegang Kas. Materi 

yang diberikan dalam pelatihan yaitu mengenai anggaran berbasis kinerja 

termasuk petuJJjuk dan cara pengisian R.KA-SKPD. Tetapi sayangnya 

pelatihan semacam ini, sarnpai saat ini baru dilakukan satu kali dan 

pesertanya juga sangat terbatas, sehingga sebenamya pelatihan dan sosialisasi 

tersebut masih kurang dan masih diperlukan. Sedangkan saat ini yang bisa 

dilakukan dalam persiapan penyusunan usulan anggaran tahunan unit kerja 

adalah Bappeda mengundang setiap unit kerja untuk diberikan bimbingan 

mengenai tatacara penyusunan usulan anggaran unit kerja. Hasil wawancara 

dengan OS stafKeuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai 

berikut: 

"Dulu waktu pertama kali dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 
2006, kami melakukan sosialisasi secara komprehensif. Adapun 
sekarang sosialisasi hanya diberikan tentang penyusunan R.KA
SKPD saja." (DS StafKeuangan Disdukcapil). 
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Dari basil penelitian, apabila dilihat dari usulan-usulan kegiatan yang 

diajukan oleh unit kerja, temyata masih banyak unit kerja yang mengajukan 
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usulan kegiatan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang 

berkaitan dengan· pengadaan barang dan jasa. Hal ini menurljukan bahwa masih 

rendahnya kreatifitas dari unit-unit kerja dalam mencari rencana !(egiatan yang 

mendukung tupoksi unit kerja yang dapat dilaksanakan untuk tahun yang akan 

datang. Disamping itu, masih banyak pula dijumpai unit kerja yang mengajukan 

usulan kegiatan yang hanya dibuat dengan seadanya seperti tidak sesuai dengan 

tupoksi, cendeiung memperbanyak kegiatan, anggaran yang diajukan melebihi 

standar yang ditentukan dan penentuan indikator kinerja yang tidak cermat atau 

tepat. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penyusunan anggaran unit keJja 

yang hanya diberikan waktu sekitar dua minggu sehingga unit kerja kurang siap 

dalam mel&ksanakan penyusunan usulan anggarannya. 

Rendahnya pemahaman unit kerja khususnya personel yang ada terhadap 

substansi anggaran kinerja dan juga masih adanya pemikiran atau mind set bahwa 

semakin besar kegiatan yang disetujui maka semakin besar hasil yang akan 

diperoleh, juga merupakan faktor penyebab lainnya. Hasil Wawancara dengan IK 

kasubag Kependudukan dan data sebagai berikut 

"Untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin, seperti pengadaan ATK, 
pasti dari tahun ke tahun akan sama. Mungkin belanja-belanja yang 
Anda (peneliti) lihat adalah belanja langsung yang kebetulan dari tahun 
ke tahun sama, seperti perbaikan belanja pengadaan Plangko 
KTP ,KK.Akte Kelahiran dan Perkawinan. Karena menurut pengalaman, 
setiap tahun pasti ada masyarakat yang mengajukan permohonan 
pembuatan KTP." 

Sebagai tambahan, untuk membantu penyusunan anggaran pada 

pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar khususnya dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja, semenjak TA 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tana Tidung telah menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Simda 
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merupakan suatu sistem yang digunakan dalam sistem keuangan daerah, dimana 

sistem ini akan membantu pada saat penyusunan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Namun, sistem ini belurn 

terhubung kepada setiapinstansi yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tana Tidung. Pada praktek penyusunan anggaran unit kerja, masing-masing unit 

kerja dapat menyusun anggaran dengan langsung mengisi form RKASKPD yang 

tt:rdapat pada layar komputer, sehingga sebenamya dengan sistem ini penyusunan 

RKA-SKPD akan semakin mudah dan cepat, karena komputer dapat langsung 

melakukan perhitungan secara otomatis dan basil penyusunan anggaran unit kerja 

yang sudah se!esai dapat langsung dikirim kepada T APD secara tetapi bel urn 

secaraonline. Transfer data antar instansi pemerintah masih menggunakan 

j/ashdisk. Hasil wawancara dengan AG Bendahara pengeluaran pembantu 

sebagai berikut: 

"Kami (Pemkab) sudah memiliki SIMDA guna kelancaran pembuatan 
RKA-SKPD. Adapun dalam prakteknya belum bisa online, sehingga 
dalam pertukaran data masih menggunakan j/ashdisk." (Bendahara 
Pengeluaran Pembantu). 

Berdasarkan basil wawancara, diketahui bahwa pelatihan penggunaan 

sistem ini hanya dilakukan satu kali s~a pada waktu pertama kali pengadaan 

peralatan tersebut. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengadaan, 

dan itupun hanya terbatas pada dua orang personel untuk tiap unit kerja. Sehingga 

dengan keadaan ini, untuk mengoptimalkan penggunaan sistem yang ada 

seharusnya masing-masing unit kerja memberdayakan personel yang ikut dalam 

pelatihan tersebut dengan mengajarkan ilmunya kepada personel atau staf 

lainnya. 
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Verifikasi usulan RKA-SKPD dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. 

Verifikasi dilaksanakan oleh tim teknis TAPD yang dibagi dalam tiga kelompok 

TAPD dengan waktu selama sekitar dua minggu. TAPD mempunyai tugas 

mengevaluasi setiap usulan RKA-SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Tana 

Tidung. Verifikasi harus sudah diselesaikan selama dua minggu atau masih pada 

bulan oktober agar pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD dapat dilakukan 

sesuai denganjadwal yang ditentutkan yaitu sekitar bulan November. 

Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan secara beturut-turut sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat oleh DP2KAD dan bertempat di kantor DP2KAD 

Kabupaten Tana Tidung. Jadwal verifikasi biasanya dikirimkan ke masing

masing unit ketja beberapa hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Verifikasi yang 

dilakukan untuk suatu unit kerja biasanya tidak cukup diselesaikan satu kali saja. 

Hal ini dikarenakan terkadang usulan yang diajukan unit ketja masih terdapat 

kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki atau direvisi, sehingga unit kerja 

harus memperbaiki dan diajukan pada kesempatan lain. Namun demikian, setelah 

verifikasi yang pertama, verifikasi (atau lebih tepatnya disebut konsultasi) 

selanjutnya dapat langsung dilakukan secara personal ke angola tim teknis TAPD 

di ruang kerjanya Kemampuan dan kesiapan unit keija dalam membuat atau 

menyusun RKA-SKPD juga akan sangat mempengaruhi frekuensi konsultasi. 

Ada unit kerja yang harus bolak-balik melakukan konsultasi dengan anggota tim 

teknis karena RKA-SKPD nya selalu salah, tetapi ada juga yang hanya beberapa 

kali melakukan konsultasi sudah dianggap benar oleh tim teknis. Hasil 

wawancara dengan NZ sekretaris Dinas kependudukan dan · pencatatan sipil 

sebagai berikut: 
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"Memang biasanya terdapat ketidak sepahaman antar anggota TAPD, 
tetapi setelah ada rekonsiliasi, hal tersP.but tidak menjadi masalah." 

Pembahasan RKA-SKPD unit kerja dengan tim teknis terkadang juga 

terjadi masalah yang ditimbulkan oleh kctidaksepahaman sesama anggota tim 

teknis sendiri. Ada anggota tim teknis yang pada waktu dilakukan konsultasi 

secara personal memberikan araban atau koreksian tertentu dan segara 

dilaksanakan oleh unit kerja tetapi setelah basil RKA-SKPD koreksian diajukan 

lagi ternyata disalahkan oleh anggota tim teknis lainnya. Sebagai akibatnya RKA-

SKPD har>.1s mengalami perubahan lagi yang berdampak pada penambahan 

waktu dan biaya. Kejadian ini menunjukan bahwa dalam tim teknis sendiri masih 

terdapat pemahaman yang berbeda dalam melakukan verifikasi terhadap RKA-

SKPD. Sehingga hal ini mengindikasikan perlu adanya panduan dan aturan-

aturan yang jelas bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan adanya penajaman usulan anggaran unit kerja, T APD diberi 

k~bebasan untuk melakukan pencoretan terhadap suatu kegiatan dan pemotongan 

usulan anggaran yang diajukan oleh suatu unit kerja agar sesuai dengan anggaran 

yang tersedia. 

Setelah serangkaian verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis terhadap 

usulan anggaran dari seluruh unit kerja selesai dilaksanakan, basil verifikasi 

dibahas lagi dalam rapat yang dihadiri oleh selurub anggota T APD, untuk 

mempersiapkan Rancangan APBD. Dalam rapat tersebut, akan dibahas lagi 

pematangan RKA-SKPD basil. verifikasi. Dalam kesempatan itu, Bupati 

mempunyai peran dan otorisasi yang sangat besar dalam menentukan maupun 

merubah besarnya alokasi anggaran belanja untuk suatu program atau kegiatan. 
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Dengan adanya peran dan otorisasi yang sangat besar tersebut terkadang 

berakibat pada hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim teknis justru tidak 

terpakai. 

Hasil Wawancara dengan US Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

"Kegiatan yang tidak terlalu menefektif dan tidak tepat guna maka 
dari atau pun kepada daerah yaitu Bupati merasa ada hal yang perlu 
dikoreksi, maka Bupati akan mengembalikan kepada TAPD." 

d. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan 

secara periodik yang mencakup ; 

I) Laporan realisasi anggaran SKPD 

2) Neraca SKPD 

3) Catalan atas laporan keuangan SKPD 

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada 

kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. 

e. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi 

kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian 

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak 

tercapainya kineija dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan 
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sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa 

yang akan datang. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan : 

70 

I. Daya serap anggaran yang pada dinas kependudukan hanya mencapai rata

rata 84· % periode 2010 -2014. Hal ini" dikarenakan salah satunya proses 

penetapan anggaran yang terlambat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam 

realisasi anggaran menjadi terbatas. 

2. Proses Perencanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tana Tidung dilakukan berdasarkan intruksi dari Pemda secara 

keseluruhan, dimulai dari perencanaan SKPD, evaluasi tim TAPD dan 

penetapan anggaran oleh Pemda. Proses penyusunan anggaran yang tidak 

tepat menggakibatkan program kegiatan pada dinas kependudukan dan 

Pencatatan sipil tidak optimal dalam melakukan kegiatan untuk keseluruhan 

di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 

dilakukan setelah ada surat edaran dari bupati setelah APBD disetujui, dan 

mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran di kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, diantaranya adalah 

keterbatasan SDM yang ada, serta keterbatasan anggaran secara keseluruhan. 

Hal ini dikarenakan dana yang biasanya tunm lebih kecil jumlahnya daripada 

dana yang diajukan. 

4. Adapun pendekatan penganggaran yang di gunakan adalah Adapun 

tahapan/proses perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Penyerahan pekerjaan perencanaan dari pimpinan kepada bagian 

perencanaan 

b. Pemberian dukungan berupa kebijakan dan sumber daya. 

c. Penentuan tujuan perencanaan . 

d. Penyusunan rancangan rencana kerja didasarkan pada strategic action 

plan(preparation of draft business plans). 

e. Mengumpulkan data-data berupa usulan kebutuhan dan permasalahan 

setiap unit kerja atau instansi . 

f. Menyajikan berbagai pilihan kegiatan. 

g. Menilai altematif-altematif tindakan yang ditawarkan pada tahap 

sebelumnya dengan memberikan penilaian dan membuat peringkat 

prioritas kegiatan .. 

h. Memilih alternative dan menyusun kegiatan kedalam dokumen RKA dan 

RBA dan selanjutnya mengikuti mekanisme pengesahan APBD Kab. 

Tana Tidung . 

Adapun pendekatan penganggaran yang digunakan ada!~ gabungan antar 

Performance Based Budgetting dan Zero Based Budgetting, dimana penentuan 

prioritas kegiatan dan penganggaran memperhatikan keterkaitan antara 

pendanaan dengan keluaranlhasil berupa daya ungkit terhadap pencapaian SPM, 

dan penentuan anggaran didasarkan apada kebutuhan saat ini melalui usulan unit 

dan instansi sehingga anggaran yang tidak relevan untuk mendukung tujuan 

organisasi tidak dimunculkan dalam struktur anggaran. 
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5. Kinerja pelayan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 

Tana Tidung sebagian telah menunjukan hasil yang baik, namun hila ditinjau 

dari berbagai perspektif balance scorecard menunjukan kinerja pelayanan 

publik yang belum seimbang antara pencapaian kinerja pelayanan dalam 

perspektif keuangan, costumer, pertumbuhan dan pembelajaran, serta proses 

bisnis internal. Hal ini menunjukan bahwa selama ini perencanaan belum 

berorientasi secara seimbang terhadap pencapaian kinerja pelayanan dalam 

berbagai perspektif. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

public secara simultan dan berorientasi jangka panjang maka kinerja 

pelayanan yang merupakan aspek pelayanan public maka diperlukan strategi 

perencanaan yang komprehensif untuk menunjang pencapaian kinerja 

pelayanan dalam perspektif pertumbuhan dan pembel[\jaran, costumer , 

proses bisnis internal, dan keuangan secara seimbang. 

B. Saran 

I. ividakukan sosialisasi sasaran/mutu target tahunan (SPM) serta hasil evaluasi 

pencapaiannya pada setiapa awal tahun anggaran. 

2. Untuk meningkatkan kompetensi SDM, termasuk kompetensi bidang 

perencanaan perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang 

bersifat formal maupun on the job training. 

3. Mengatasi kendala keterbatasan anggaran dengan memprioritaskan 

kecukupan biaya operasional pelayanan, melakukan pemantauan pada 

~.:v:;ktifiw5 impl~mcniasi kcgiatun, sertc! iw.:ni11gkatkan kualitas pclayanan dun 

diveripikasi produk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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4. Menbuat jadwal perencanaan yang memungkinkan optimalisasi dan 

evektifit~s kegiatan perencanaan. 

5. Mengembangkan system informasi yang tidak hanya seb~tas billing system, 

dan dioptimalkan pengoperasiannya sampai pada tingkatan manajemen 

sehingga mampu mengatasi kendala distorsi informasi. 

6. Strategi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Tana Tidung perlu lebih komprehensif dengan 

memperhatikan pencapaian kineJja dari empat perspektif yaitu, Pelayanan 

yang basis kine1ja, program penrtipan anggaran yng berbasis kinerja, 

pertumbuhan dan pembelajaran untuk semua staf, serta keuangan secara 

scimbang ontuk mewujudkan pelayanan publik yang bcrkualitas dan 

memuliki dampak strategis jangka panjang renja dan renstras. 

7. Mcmbuat kebijakan internal menyangkut ketentuan penyusunan perncanaan 

anggaran penentuan unit revenue center dan unit pendukung pelayanan, serta 

perlu liilakaukan upaya penliekalan kepada shakeho/der sehingga kebijakan 

berupa Peraturan Bupati yang mengatur Fleksibilitas Disdukcapil sebagai 

pelayanan masyarakat dan sebagai yang menunjang saran pcmerintah dalam 

pemerataan data kependudukan efektifitas anggaran dapat diutamakan . 

8. Penelitian ini hanya mencakup penganggaran anggaran saja. Untuk penelitian 

selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan mengevalu~J.pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran. Sehingga dari basil evaluasi penyusunan, 

pelaksanan danpertanggungjawaban, akan didapat gambaran yang lebih jelas 

mengenai pengelolaan keuangan daerah. 
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9. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode survey untuk 

membuktikan k•~efektifan impelezmentasi dan melengkapi hasil temuan 

dalam penelitian ini. 

10. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan di daerah lain dengan jangkauan 

pengamatan yang lebih luas dan panjang. 

Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah dilakukan oleh 

para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat (needs 

assessment) hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta 

penentuan strategi dan prioritas APBD Undang-undang No 23 Tahun 2014 

Pasal 149 sebagaimana fungsi penganggaran pada Kabupaten I Kota 

diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap 

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang A PBD Kabupaten/Kota yani! 

di(\j ukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan dengan cara: 

a. Mcmbahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota 

berdasarkan RKPD; 

b. lvJembahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tcntang APBD 

kabupatenlkota; 

c. Membahas rancangan Perda Kabupaten!Kota tentang 

d. Perubahan APBD kabupaten!kota; dan 

c. Membahas rancangan pcrda kabupaten!kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kabupatenlkota. 
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Peraturan Undang- Undang : 

Undang- Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . 
.(o 

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Keper.dudukan 

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

Undang- Undang No. 32 tentang Pemerintahan daerah 

Undang - Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

Peraturan Pemerintah : 

Peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Pedoman Pembinaan 
dan PengiJWasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang R1 Nomor 24 Tahun 2013. 

Data APBD Realisasi Anggaran Disdukcapil dalam 5 Tahun 2010 dan 2015,simda 
keuangan 2015 

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (LAKlP) 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tara Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peremendagri No. 59 Tahun 2007.tentang 
menyatakan bahwa dalam proses penyusunaan anggaran daerah dengan 
menggunakan pendekatan ldnetja 

Pasal 83 Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Daerah 
menyusun rancangan Kebijakan Umum APED (KUA) berdasarkan 
RKPD dan pedoman penyusunan APED yang ditetapkizn Menteri Dalam 
Negeri setiap tahun 
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LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara) 

Instrumen Penelitian 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen penelitian 

berupa Pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan 

pada wawancara mendalam terhadap narasumberllnforman untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai proses Program (Pemprograman anggaran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ). Narasumberllnforman adalah pemberi 

informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitiari dalam penelitian 

kualitatif. 

INTRUMEN PENELITIAN : 

PEDOMAN WA WANCARA 

1. Evaluasi terhadap jadwal penyusunan anggaran. 

2. Evaluasi proses penyusunan Kebijakan Umum APBD. 

3. Evaluasi proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 
danaSementara. 

4. Evaluasi proses penyusunan RKA-SKPI)' tahap-tahap 
dalam praktek penyusunan anggaran dengan pendekatan 

5. Evaluasi proses verifikasi RKA-SKPD. 

6. Evaluasi proses penetapan APBD. 

Lampiran 2 Wawancara awal dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
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Transkrip Wawancara : Jumat, Tanggal 29 April 2016 Pukul 09.30- 10.01 di 

Disdukcapil. 

l Pembicara 

: Pcneliti 

US, Kepada Disdukcapil 
(Hj. Umi Suhartini, S.Pd, 
M.H.) 

Peneliti 

US, Kepala Disdukcapil 
(Hj.Umi Suhartini, S.Pd, 
M.H.) 

mn _L __ _ _ _ -~r~ns~~~~ata_ _ n-- ________ , 

Uagaimana Menurut ibu tentang kcgiatan 
administrasi dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil khususnya di bagian keuangan 

Kegiatan administrasi pencatatan sipil, pada 
dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2006 
yang di ubah menjadi UU no 24 tahun 2013 
tentang penye1enggaraan administrasi 
kependudukan mulai dari persyaratan pengajuan 
akta-akta pencatatan sipil yang tentunya melibatkan 
penyelenggara administrasi pencatatan sipil 
beljenjang mulai dari tingkat RT, desa, camat 
hingga pada kami, selaku kepala dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil yang artinya 
sangatlah memerlukan hormonisasi dalam 
menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap 
masyarakan sehingga kegitan yang dilakukan dapat 
berjalan dengan baik 

Bagaimana Menurut ibu tahapan-tahapan dalam 
pembuatan DPA yang baik? 

Tahap-tahapan dalam pembuatan DPA 

- Pejabat pengelolaan Keuangan daerah (PPKD) 
palinglmbat 3 hari kerja setaelah perda tentang 
APBD di Tetapkan lalu menyusun Rancangan 
DPA-SKPD 

- Kepala SKPD Menyerahkan Kepada PPKD Paling 

lama 6 hari kelj a. 

-T APD melakukan verifikasi terhadap rancangan 
DPA-SKPD bersama kepala SKPD Paling lama 15 
Hari sej ak di tetapkannya Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD. 

···' 
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Peneliti 

i LJ0, i-.. ;,o(::; (hJ.L1mi ~uilurtini, 
S.Pd, M.H.) 

Peneliti 

US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, 
S.Pd,M.H.) 

Peneliti 

US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, 
S.Pd,M.H.) 

--------------------------------------

-PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD 
dengan persetujuan SEKDA 

'·' 
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-DPA SKPD yang telah di s~hkan di limpahkan 
kepada kepala SKPD Paling lama 7 Hari kerja. 

, ~-·k~~~,.,,,_ :1,1· ·~:..,.~ •::'.:~ y:'l'l~. d1;''."'r11·!::~n rbbm 
' pcngajuan program kcgiatan disini buk? 

Untuk menyusun DPA di perlukan informasi yang 
:1.kur:'t rb'1 .~inkrnn _vnn~. terknit d(~n~nn h,~lnn.~n ~ 

bcrdasnrkan un1san pcmerintah,organisasi,stanuar 
biaya,prestasi kerja yang dicapai dari program 
kegiata. Program dan kegiatan menurut nama 
program dnn kegiatan di ST<PD dnlnm tnhun 
anggaran bcrkcuan yang telah discpakati dalam 
KUA dan PPA. Indikatomya meliputl masukan, 
keluaran dan hasil. 

Bagaimana 
pelaksanaan 
DPA? 

Menurut pendapat ibu tentang 
kegiatan yang selalu mengacu pacta 

Menurut saya semua program dan kegiatan dalam 
pemerintah harus mengacu pada dukumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA),Sesuai dengan kode 
rekening yang Ielah di tetapkan dan disetujui oleh · 
TAPD. Jika tidak akan terjadi temuan-temuan 
dalam proses pemeriksaan oleh BPK. 

Bagaimana menurut ibu serapan anggaran dalam 
dua tahun terakhir ini.? 

Realisasi anggaran atau daya serap anggaran dalam 
dua tahun terakhir ini sangatlah tidak memuaskan 
pada tahun 2014 sebesar 84,19% dan pacta tahun 
sebesar 80 % jadi menurut saya sangatah tidak 
maksimal dan masih banyak lagi mengapa masalah 
anggaran itu susah diserap, ya pada saat itu masa 
transisi jabatan bupati defenitif dan bupati pejabat 
sementara mempunyai pemikiran tentang kegiatan 
kami khususnya di Disdukcapil sangatlah berbeda, 
pada hal kami sangatlah penting dalam penertipan 

_ p_i_~a~~ s~~_ll i_t~_El-~SYl!rakat sang~t!a_h_"-~e~er!ukan 
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Peneliti 

US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, 
S.Pd,M.H.) 

Peneliti 
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karni dalarn pembuatan maupun penerbitan KTP 
,KK, Akte kelahiran dan Akte kematian. 

Dapatkah ibu menjelaskan masalah realisasi 
keuangan dan pelaksanaan kegiatan 

Apabila diperbandingkan antara realisasi dengan 
jadwal yang dibuat oleh TAPD, pelaksanaan 
kegiatan juga banyak mengalami keterlambatan. 
Kegiatan penyusunan kebijaJ~an APBD yang 
seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli mundur 
sarnpai bulan September 

Baik bu mungkin sekian pak untuk wawancara 
yang saya tanyakan kepada bapak, mungkin atas 
waktunya yang telah diberikan saya ucapkan terima 
kasih pak, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih 
mungkin sekian dari saya terima kasih pak? 

US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, mma _ sarna ,semoga suksesya. 
S.Pd,M.H.) 

'. 
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Lampiran 3 Wawancara awal dengan Sekretaris Daerah 

Transkrip Wawancara : Senin, Tanggal 2 May 2016 Pukul 09.30- 10.01 di 

Disdukcapil. 

fungsinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kebijakan. Dari uraian di 

atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akuntabilitas ada1ah salah satu ukuran 

kinelja Bagian Umum dan Protokol untuk melihat seberapa besar kegiatan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan dan nantinya oleh 

masyarakat dapat terpenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya 

manusia dari pemerintah. Bagian umum dan protokol te1ah melakukan upaya 

untuk mengatasi hal tersebut sehingga tingkat kebutuhan masyarakat dapat 

terpenuhi tanpa tergantung dari pemerintah 
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Peneliti 

NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. 
Nurjain, S.E) 

Peneliti 

NZ, Sekretaris Disdukcapil 
(H. Nurjain, S.E ) 

Peneliti 

NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. 
Nurjain, S.E) 

Peneliti 
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Tmnskrip Datn I 
------ ' 
imana menurut bapak masalah otonomi 

rah yang berkaitan langsung dengan Disdukcapil 

Menurut saya, otonomi daerah memberikan 
wewenang kepada darerah sendiri ,sehingga mereka 
leluasa untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat selain itu, otonomi daerah 
mempermudah pemerintah khususnya pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. 

Bagaimana Menurut bapak Tentang Pelaksanaan 
kegiatan yang mengacu pada DPA 

Menurut saya semua yang kita lakukan di dalam 
suatu dinas dimana pun kita selalu mangacu pada 
program kerja yang berdalih pada program ketja 
yang telah berbentuk DPA jadi apapun yang kita 
ketjakan telah berarah dan berselaras,dalam suatu 
badan hukum dan tata keuangan yang telah di 

tetapkan. I 

Bagaimana basil rapat staf bapak dalam hal 
perencanaan kegiatan? 

Hasil rumusan dan usutanya: .. yang ada yailu 
rencana kerja anggaran (RKA) dan kegiatan 
program ini harus di rumuskan sesuai dengan 
l::~hnu!w;J ni::.1;yat·::k~\t ~·!au kcbuluhan Ji lapangnn, 
tetapi ada kendala lainnya dalam pembulatan basil 
rapat yang kami lakukan yaitu beberapa pihak saja 
yang bersuara, selebihnya hanya ngikut saja 
dikarenakan kurangnya pengalaman dan SDM 
anggotanya. 

Bagaimana menurut anda serapan anggaran dalam 
dua tahun terakhir ini.? 

' 
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Nurjain, S.E) 

Peneliti 
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Realisasi anggaran atau daya serap anggaran dalam 
dua tahun terakhir ini tidak begitu maksimal, pada 
tahun 2014 sebesar 84,19% dan pada tahun ini 
sebesar 80% jadi menurut saya daya serap 
anggaran tidak memuaskan karena anggaran yang 
ada tidak maksimal dan masih banyak lagi mengapa 
masalah anggaran itu susah di serap ya pada saat itu 
,masa transisi jabatan bupati defenitif dan bupati 
pejabat sernentara mempunyai pemikiran tentang 
kegiatan kami khususnya di Disdukcapil sangatlah 
berbeda pada hal kami sangatlah penting dalam 
penertipan pilkada dan selain itu masyarakat 
sangatlah memerlukan kami kama dalarn KTP 
,KK,dan Akte kelahiran dan Akte kematian 

Apakah menurut bapak disdukcapil sangatlah 
mempunyai peran penting dalam program kinerja 
kabupaten Tana Tidung? 

Menurut saya setelah di lakukan nya RKA menjadi 
DPA dan telah di sahkan disdukcapil mempunyai 
peran penting dalam kesejahteraan rakyat yang 
berkaitan melalui jika mereka ingin membuat BPJS 
mereka harus melengkapi persyaratan antara lain 
KK, KTP oleh kama itu peran disdukcapil 
sangatlah penting dalam masyarakat pada umum 
nya dan pad a khususnya, masalahnya adalah j ika 
kami menggarkan kegiatan pemutahiran yang di 
ajukan 4,5M yang di setujui hanya 900 juta jadi 
bagaimana kami ingin melakukan kegiatan secara 
maksimal anggaranya saja tidak dapat di setujui 
dengan maksimal, pada hal masalah dilapangan 
sangatlah banyak dan seandainya para petinggi 
bersama-sama turun kelapangan dapat mengetahui 
masalah ini sangat lah penting. 

Bagaimana menurut bapak anggaran yang tidak 
maksimal? 

Anggaran yang kami dapatkan sangatlah tidak 
sesuai seringkali kami kecewa, karena anggaran 
yang kami usulkan .. dapatnya selalu lebih kecil dari 
yang diusulkan. Seringkali hal ini menjadi 
hambatan dalam menialankan program-program 
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yang sudah disusun bagian capil dan kependudukan 

Apakah APBD pernah terlambat? 

keterlambatan yang teljadi dikarenakan berbagai 
macam sebab. Knrena keterlambatan APBD 

NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. tersebu, berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada 
Nurjain, S.E ) 

Peneliti 

NZ,Sekretaris Disdukcapil (H. 
Nurjain, S.E ) 

tingkat unit kerja" 

Baik Pak mungkin sekian pak untuk wawancara 
yang saya tanyakan kepada bapak, mungkin atas 
waktunya yang telah diberikan saya ucapkan terima 
kasih pak, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih 
mungkin sekian dari saya terima kasih pak? 

sama-sama 

!•. 
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1. Perbaiki Kerangka berpikir 

sesuai dengan permasalahan 
yang akan dl telitl. 

2. Apa Konsep sesual yang dl 
gunakan untuk menjawab 
permasalahan 

3. Bab. IV Gunakan proses 
perencanaan dengan 
penggarana sesuai penggunaan 
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umum 

4. Analisa dan pembahasan 
- Belum Menjawab 

pertanyaan penelitian 
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menjawab sera pan anggaran 
sudah maksimal. 
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" 

untuk menjawab 
penyelesalan penerapan 
Rekomendasl ususlan 
membahas prinslp anggaran. 

1. Teori yang tidak di jelaskan 
"misai"Balanced Scorecard 
,tidak di cantumkan 

2. Pada pendahuluan cukup di 
sajikan data empiriknya.melaluai 
alasan pemlkiran nya dan 
perumusan masalah . 

3. Perbaiki Menggunakan pedoman 
Penulisan TAPM-PR 

1. Penggunaan Teori di pikirkan 
______ l!)ang __ 

beberapa konsep dan 
pengertian perencanaan 

Keterangan 
Sudah pada Bab .II ,hal.39 

Sudah pada hal .2 dan hal 
.28 value for money dan 
Balanced Scorecard 
Sudah pada hal.62 s/d 77 

Slldah pada bab 4 hal.64 
Paragraf Ke 2, Hal.65,70,73 
Paragraf Ke 2 hal,76 

Sudah pada bab II hal29 

Sudah pada bab II hal 11 
Paragraf Ke 2, Hal.17 

Sudah Di Akomodir Sesuai 
Dengan Pedoman TAPM 
Sudah Pada Hal.29,30 

tentang konsep anggaran . 

43109.pdf



3. Penggunaan jenls-jenis anggaran Sud a h di ha I .24 
sektor Publik Keterkaitan penggunaan 

anggaran berdasarkan 
jenlsya dan 

4. Pada Narasumber atau informan Pada hal.43 keterkaitan 
di sebutkan berapa informan 

5. Pada Data Sekunder Sudah di hal. 44 keterkaitan 
kelengkapan data Data pedoman dan laporan 

4 Dr.Darmanto,M.Ed 1. Sesuaikan Tulisan dengan Sudah di akomodir sesuai 
Pedoman TAPM dangan pedoman TAPM 

2. Apa yang di Tulis/Di Terima Sudah sesuai dengan Draf 
,harus ada di Draf Panduan yang ada. 

3. Perbaikan tata Letak/Tulls & Sudah sesual dengan draf 
Penggunaan bahasa indonesia yang ada. 
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